GUBERNUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NON{OR | TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSE
SERTA TATA KERJA UNiT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN
TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'
(}UBERNUR KALIMANTAN BARAT, . .-

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan’ Daerah Nomor 8 Tahun . =
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Per angkatﬂ;_-- R
Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah =~
diubah beberapakali dan terakhir - dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan =
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat =~
telah dibentuk ‘Dinas Tanaman Pa.ngan dan Hortlkultura L
Provinsi Kalihantan Barat; S s

b. bahwa dalam  rangka efiszens1 dan efektlwtas:.'-_i’;_!:
pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja pembemh&n"gsfi
tanaman pangan di wilayah Provmsx Kalimantan Barat, - - i
maka Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman:.}-"
Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk S
berdasarkan Peraturan® Gubernur Nomor 81 Tahun 201’7 Lo
perlu dilakukan penyesuaian dan- perubal"zan, SR

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagajmana L il
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. .
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan =~ =
Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 0
Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan'._-.-'z'_"" o
Provinsi Kahmantan Barat e

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) - Undang Undang Dasar Negara S
Republik Indonesia ’I‘ahun 1945; A : el
2. Undang-Undang Nomor" 25 Tahun 1956 ten*caizg' e
Pembentukan Daerahwbaerah ~Otonom “Provinsi ool
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kahman‘tan'::'.-_-':ﬁ__:=_i_j SEa
Timur (Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia Tahun ~
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhki pee ey
Indonesia Nomor 1106); S
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 fentang Aparafur
Sipil Negara (Lembaran NegaTa Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembalan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 NOmOr 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik NMdolesia Nomor 6412);

Peraturan Pemerintah NOmol' 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 NomoOr 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonlesia NomoOr 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Pelaturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik IndOnesia Tahun 2019
NOmoOr 187, Tambahall Lembarall Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang PedOman Pembentukan dall Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Telknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan  Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimala telah diubah beberapakali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah NOmoOr 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daelah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah PrOvinsi Kalimaltan Balat (Lembaran
Daerah Provillsi Kalimaltan Barat Tahun 2021 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur NOmoOr 55 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susullan Orgalisasi, Tugas dan Fungsi
sefta Tata Kelja Dinas Tanamal Pangall dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provillsi Kalimantall Barat Tahun 2021 Nomor 55);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN - ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 -
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,. serta Tata:
Kerja Unit Pelaksana Teknis. Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi 3
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah daerah adaiah Gubernur sebagai unsur penyelenggara -
pemerintahan  daerah yang memimpin pelaksanaan - urusan R

pemerintahan yang men _3&c11 kewenangan Provinsi Kahma,man Barat
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hcr‘tlkul‘tura P1 ovmsi.. =

Kalimantan Barat

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortzkuhur )
Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan yang seian jutnyaﬁ R

disebut UPT Pembemhan Tanaman Pangan adalah ‘unit tekms -

operasional yang Iﬁ@laksanakan kegiatan teknis . terteniu dzbidang R

pembenihan tanaman pangan dan benih hortikultura.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Pembenihan Tanaman Pangan Provms1 - g

Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN ‘adalah’ profési L
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan per jan 31:-11*1".' :
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. '

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya. d1sebut Pegawa1 ASN'-' - R
adalah pegawai negeri s1p11 dan pegawai pemerintah dengan perjeﬁjlan CE R
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalan ‘dan d1serah1 T
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi - tugas negara o '_ R

lainya dan digaji berdasarkan peraturan per undangmndangam
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- benih - dasar. yang. r:hpmduksz sesuai c:‘seng&n eten
S &@hmgga keaslian varietas dapat dzpeizhara e
18.

: ".:dapat dlpehhaz a.

. {i}

. dimaksud ﬁaiam Pasal 2 g,_yat ( ) terdin d ari:
___af;---z_‘-i'z{epaza . |

negara Indohesia’ yang- meﬁiémthé Syam‘t';t@r‘t&m

tugas ‘. _
“pemer iritahan e:‘ia:a pe'

Pegawal ASN secara te‘izap @1@1‘1 p@jahat _pembma

berkaltcm _cien@an

unmle;

bagzannya yeng’ dlgu‘ﬂakan
meﬁgembaﬁgblakan tanam

Benih Dasar (BD) adaiah ketui unan

2. _,.?Kéfemmﬂ 'P&S‘a}@'.@i@éﬁsﬁ" sehingga berbunyi sebagai berikut:

?a:«aal 6

mzmman Organisasi UPT Pei‘nhemhaﬂ Tanaman Panﬂmm Sebagannana-'ff b

‘-_}'ﬁ--'Sub Bagzan _Tata s;ah&

_'_.5@1&31 Eemb Aneka nmg dan Umhl | S e
Susunan Grgamsa_sz UPT smbernihan Taimmm Pangaﬁ &eb&g&amm’aai ity
tercantum dalam lampiran yang merupakan baman tidak terpxsahkan__‘___ S

dari Peraturan Gubernur ini. -
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3. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi,
Pejabat ~Administrator, 'atau Pejabat Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungszional memiliki tugas memberikan pelayvanan
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undanﬂan

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 {satu} Pasal yakni Pasal 18A,
sehingga berbunyi sebagai bemkut

Pasal 18A

(1) Pengangkatan 1elalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam. = -
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakulkan
setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. _ _ ' _ ;

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupun- - o
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatai Fungsmnal o
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan: Fungszonai dengan .
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan' L
perundang-undangan.

(3} Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengeiolaem o
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional - sebagmmana '
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan - Keputusa;n Kepala =~ -7 -
Unit Pelaksana Teknis: sesuai ketentuan peraturan’ perundang-« S B :
undangan. : :

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
. Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam .~ .~
kegiatan pemantauan dan evalua31 serta fasilitasi penataan keiembagaan" S R :
dan analisis jabatan, I{etata}aksanaan serta reformasi = birokrasi dan EE e
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangi{a‘t Daerali- yang' R
bertanggung jawab di Bidang Orgamsasz
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6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil vang melaksanakan tugas pada UPT Pembenihan
Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya
sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina
Kepegawaian.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal o e U7

g GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £

e SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal & Ui 2o
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

AL. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR &1




LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT.

NOMOR TAHUN 2021 | Ll .
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN .= . =
2017 TENTANGN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN
TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT

SUB BAGIAN -~
TATA USAHA -

QIR o1 : o S SEKSI S S L
BENIH SEREALIA | | BENIH ANEKA KACANG | =~




